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ABSTRAK : - bahwa untuk menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia,

CATATAN

mendorong perekonomian melalui peningkatan peran serta sektor usaha retail, memberikan
kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan ketentuan tata cara
pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang
pribadi pemegang paspor luar negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang
Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No.
8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai PPN yang sudah dibayar atas Barang Bawaan dapat diminta kembali oleh
Turis Asing, dengan syarat bahwa nilai PPN paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
dan b. pembelian Barang Bawaan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum
keberangkatan ke luar Daerah Pabean. Nilai PPN yang dikembalikan kepada Turis Asing: a.
dikembalikan secara tunai dengan mata uang Rupiah, dalam hal PPN yang disetujui untuk
dikembalikan bernilai kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah); atau b.
dikembalikan melalui penerbitan SPMKP dalam mata uang Rupiah ke rekening Turis Asing, dalam
hal PPN yang disetujui untuk dikembalikan bernilai lebih dari Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah).

. -Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak
Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.03/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2019.

- Lampiran halaman19-27.



